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ABSTRAK 

 

Peneletian ini membahas mengenai masalah hak cipta atas program 

televisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di Indonesia. Hak Cipta 

merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, yang akhir-akhir ini marak 

diperbincangkan publik. Berdasarkan data International Data Corporation (IDC), 

Indonesia pada tahun 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan 

tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak atas kekayaan Intelektual, 

Bagimanapun pelanggaran Hak Cipta sangat meruguikan pencipta atau ahli 

warisnya. Kerugiannya bukan hanya pada nominal uang yang telah 

dikeluarkannya, akan tetapi moral para penciptayang lainnya. Dalam Islam hal 

tersebut telah lama menjadi polemik tersendiri. Aturan mengenai Hak Cipta dalam 

Islam memang tidak banyak ditemui. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

membahas tentang perlindungan Hak Cipta menurut UUHC dengan Hukum 

Islam.  

Berangkat dari masalah diatas ada beberapa permasalahan yang 

dirumuskan untuk mengetahui perlindungan terhadap kasus pelanggaran Hak 

Cipta dalam perspektif Fiqh Jinayah. Dalam penelitian ini menggunakan teori 

perlindungan hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi 

hukumnya, meneliti mengenai bahan pustaka dan menelaah sumber data sekunder.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa negara melindungi hak para 

pencipta dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Sedangkan 

Islam memandang perlindungan hak cipta sebagai penghargaan atas jerih payah 

serta pengorbanan pencipta selama proses penemuan karya Intelektualnya dan 

karya tersebut dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan, yakni kekayaan 

Intelektual. Sedangkan sanksi yang diberikan dalam UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta masih berupa pidana sanksi pokok dan tidak ada sanksi 

tambahan maupun pemberatan. Dalam perspektif fiqih jinayah, tindak pidana 

pelanggaran hak cipta tidak dapat secara keseluruhan dimasukkan ke dalam ta‟zir. 

Ada beberapa tindakan yang dapat berpeluang masuk ke dalam jenis jarimah 

hudud pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnya seperti pada tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (5). Hukum Islam 

tampaknya dapat menjadi solusi alternative bagi perlindungan hak cipta secara 

lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai ilahiah mestinya dapat menjadi 

nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuhinya, dan diperkuat 

oleh pandangan objektif bahwa adalam aturan itu ada kemaslahatan yang akan 

diperoleh oleh semua pihak. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN 

 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 

dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Sa‟ Ś es (dengan titik diatas) ث

 Jim I Je ج

 Ha‟ H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Za‟ Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ş es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta‟ ț te (dengan titik di bawah) ط

 Za‟ Z zet (dengan titik di bawah) ظ
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 Ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‟ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M em م

 Nun „n „en ن

 Waw W W و

 Ha‟ H ha ه

 Hamzah „ aposrof ء

 Ya‟ Y ye ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

 Ditulis muta‟addidah متعددة

 Ditulis „iddah عدّة

 

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h” 

 

 Ditulis hikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جزية

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 

 Ditulis Karãmah al-auliyã كرامة الولياء
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c. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t 

 

 Ditulis Zãkah al-fiţri زكاةالفطر

 

IV. Vokal Pendek 

 

---َ---  Fathah Ditulis A 

---ِ---  Kasrah Ditulis I 

---ُ---  Dammah Ditulis U 

 

V. Vokal Panjang 

 

1 
Fathah diikuti Alif Tak 

berharkat 
 Ditulis Jãhiliyyah جاهلية

2 
Fathah diikuti Ya‟ Sukun (Alif 

layyinah) 
 Ditulis Tansã تنسى

3 Kasrah diikuti Ya‟ Sukun كريم Ditulis  Karǐm 

4 Dammah diikuti Wawu Sukun فروض Ditulis  Furūd 

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1 Fathah  diikuti Ya‟ Mati Ditulis ai 

 Ditulis bainakum بينكم 

2 Fathah diikuti Wawu Mati Ditulis au 

 Ditulis qaul قول 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 Ditulis a‟antum اانتم

 Ditulis „u‟iddat أعدّت

 Ditulis la‟in syakartum لئن شكرتم
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VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyah 

 

 القران
Ditulis al-Qur‟ãn 

 القياش
Ditulis al-Qiyãs 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf „l‟ (el) nya. 

 

 ‟Ditulis as-Samã السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

 Ditulis zawil furūd atau al-furūd ذوي الفروض

 Ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah اهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang 

cukup pesat, salah satunya adalah televisi. Saat ini kurang lebih terdapat 12 (dua 

belas)  stasiun televisi swasta memiliki cakupan siaran nasional. Akan tetapi, 

jumlah stasiun televisi yang relatif banyak ini tidak diikuti dengan banyaknya 

ragam program siaran yang disuguhkan kehadapan pemirsa.  Penyiaran adalah 

kegiatan penyelenggaraan siaran radio maupun televisi, yang dilakukan oleh 

organisasi penyiaran radio atau televisi.
1
  

Industri hiburan dan penyiaran merupakan salah satu bidang bisnis yang 

sangat spesifik dibanding bidang bisnis lainnya dimana melingkupi aspek hukum 

industri meliputi hukum perdata, pidana, korporasi, kontrak, ketenagakerjaan, 

media, hak cipta dan merek.
2
 Pengaturan tentang hak cipta sebagai salah satu jenis 

dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini tidak terlepas dari konsekuensi 

Indonesia yang telah mengikuti perjanjian perdagangan dalam Putaran Uruguay. 

Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 yang mencakup 

pembentukan organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade 

Organization) sebagai pengganti GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade). Indonesia sebagai salah satu negara yang mengikuti persetujuan tersebut 

                                                 
1
 J.B Wahyudi, Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

1994), hlm 1. 
2
  http://www.hukumhiburan.com, diakses 22 Januari 2013. 
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telah melakukan ratifikasi hasil dari Putaran Uruguay dengan membuat Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization). 

Melalui ratifikasi tersebut Indonesia harus menyesuaikan setiap peraturan 

perundang-undangan di bidang perdagangan dengan prinsip-prinsip yang 

terkandung di dalam Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 

tersebut.
3
  

Salah satu aspek yang terkandung di dalam Putaran Uruguay adalah 

mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang termuat di dalam 

persetujuan yang bernama Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPs). Persetujuan TRIPs ini diadakan dengan maksud untuk mengurangi 

gangguan (distortion) dan hambatan (impedement) dalam perdagangan 

internasional. Selain itu, tujuan diadakannya persetujuan ini sebagai kebutuhan 

untuk meningkatkan perlindungan secara efektif dan memadai terhadap HKI serta 

untuk menjamin bahwa proses serta langkah-langkah penegakkan hukum HKI itu 

sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.
4
  

Pengaturan hak cipta pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 1982 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1987, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1997. Karena masih terdapat beberapa hal yang dirasakan kurang, maka 

pada tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang 

                                                 
3
 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 4. 
4
 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hlm 42. 
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didalamnya terkandung beberapa prinsip dan ketentuan seperti yang terdapat 

dalam persetujuan TRIPs. 

Saat ini di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak 

Cipta, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang 

tersebut, pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:
5
  

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin 

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”  

 

Hak cipta adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk 

mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada 

dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Ide dasar 

sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir 

karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada 

ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau 

dibaca. Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi 

penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki 

masa berlaku tertentu. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya 

cipta. Karya cipta tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, 

film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, 

rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran 

radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.  

                                                 
5
 Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Citra Umbara, Bandung, 

2002, hlm 208. 
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Tingkat kebutuhan akan berbagai jenis program televisi berimbas langsung 

pada persaingan antar stasiun televisi untuk menayangkan program-program yang 

menarik bagi pemirsa. Tingkat persaingan ini kemudian menimbulkan plagiasi 

acara-acara di televisi. Saat ini paling tidak ada 20 judul sinetron berindikasi 

melakukan penjiplakan berat terhadap serial televisi luar negeri. Bahkan terdapat 

judul sinetron yang ditayangkan oleh dua stasiun TV berbeda yang menjiplak 

salah satu judul film asing yang sama. Sebagian besar sinetron yang ditayangkan 

pada prime time itu menjiplak serial TV asal Korea. 
6
 Salah satu contoh sinetron 

Indonesia yang meniru film luar negeri adalah mega sinetron Olivia di RCTI, 

sinetron Olivia menjiplak film Hollywood berjudul "She‟s The Man" yang 

dibintangi Amanda Beynes. Film ini mengisahkan seorang wanita yg menyamar 

jadi lelaki untuk dapat masuk team sepak bola disekolahnya.
7
  

Melihat dari pelanggaran hak atas program televisi di atas, diperlukan 

suatu bentuk perlindungan hukum atas program televisi yang ada di Indonesia. 

Namun, untuk dapat melakukan upaya tersebut tidaklah semudah membalikkan 

telapak tangan. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak atas program televisi 

yang kurang mendapatkan perhatian serius dari para pengelola stasiun televisi 

atau pemilik rumah produksi. Berdasarkan berbagai permasalahan perlindungan 

hak cipta dan kaitannya dengan program televisi, maka perlu dilakukan penelitian 

terhadap permasalahan “Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi 

Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fikih Jinayah)  

                                                 
6
 Arswendo Atmowiloto, http://kompas.com, Sudah Sampai Taraf Liar, diakses 29 Mei 

2013. 
7
 http://www.sctv.co.id, diakses 24 Januari 2013. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam 

perspektif Fiqh Jinayah ? 

2. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam UUHC dan 

perspektif Fiqh Jinayah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas program televisi 

berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam 

perspektif Fiqh Jinayah. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana sanksi yang terhadap 

pelaku pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif Fiqh Jinayah. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas tema 

mengenai Hak Cipta. Namun penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur 

yang tentunya berkaitan dengan judul ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian 

yang memuaskan. 

Di antara buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini adalah seperti 

karya Fathi ad- Durani, Haqq al-Ibkar fi Fiqh al-Islami al- Muqaran.
8
 Dalam 

kitabnya ad-Durani menjelaskan bahwa hak cipta dapat digolongkan sebagai mal 

(harta). Sebab di dalam hak cipta menurutnya terdapat unsur manfaat dan urf, 

                                                 
8
 Fathi ad- Durani, Haqq al-Ibkar fi Fiqh al-Islami al- Muqaran. (Beirut: Mu‟ asarah ar- 

Risalah, 1977) 



6 

 

 

 

Selain itu juga ad- Durani menyatakan bahwa hak cipta dapat menunjuk kepada 

teori harta dengan menggunakan perbandingan ulama madzhab. 

Zuhad, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan Akibat Hukumnya 

dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafidz Anshary AZ (editor), judul buku 

Problematika Hukum Islam Kontemporer.
9
 Dalam buku tersebut, Zuhad 

mengemukakan tentang pandangan hukum Islam terhadap pembajakan dan akibat 

hukumnya. Menurutnya, sebagaimana yang dikatakan jumhur ulama Islam bahwa 

setiap sesuatu yang bernilai adalah hak. Ciptaan merupakan sesuatu yang 

memiliki nilai. Oleh karena itu orang yang menggunakan dan mengalihkan 

ciptaan tanpa sepengetahuan yang menciptakan merupakan perbuatan melanggar 

hukum. Maka bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi yang setimpal. 

Ahmad Azhar Bashir, Asas- asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata 

Islam)
10

 menjelaskan pula tentang macam- macam hak. Di antaranya adalah hak 

kebendaan (berupa benda) dan bukan kebendaan (bukan berupa benda). 

Dijelaskan pula dalam buku tersebut menyangkut tata cara mewariskan hak. 

Selanjutnya skripsi Mumaiyazah, Pelanggaran Hak Cipta Dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan)
11

. 

Menurutnya, Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam yaitu dilarang dan hukumnya 

haram. Kemudian menjual belikan produk bajakan tidak sah dan dilarang karena 

mengandur unsur yang tidak jelas dan merupakan sebuah tindakan penipuan. 

                                                 
9
 H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ (editor), Problematika Hukum 

Islam Kontemporer, buku ke-4, cet-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997) 
10

 Ahmad Azhar Basyir, Asas- Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), edisi 

revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000) 
11

 Mumaiyazah, Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi 

Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan), skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas 

Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga 2000) 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian- penelitian 

terdahulu yaitu penulis memperbandingkan antara pelanggaran hak cipta dalam 

undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan ketentuan- ketentuan sanksinya, 

dan selanjutnya akan disebutkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang 

meliputi : menggandakan, menyebarkan, mempublikasikan dan lain-lain. 

E. Kerangka Pemikiran 

Manusia adalah makhluk inhern yang diberi anugerah oleh Tuhan berupa 

alat kelengkapan sempurna berupa akal dan budi sehingga manusia mampu 

berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan juga karya seni yang sangat bernilai dan bermanfaat 

untuk kehidupan manusia.  

Dalam perkembangannya, karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi 

akal dan budi manusia tersebut melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak 

cipta, Allah berfirman dalam surat Al- Ahzab (33) : 72 
12

 

اَبعزضُب الايبَج عهى انسًبواث والارض وانجببل فببيُب اَخحخحًهُههب  

 واشفقٍ يُهب وحًههب الاَسبٌ اَه كبٌ ظهىيب جهىلا 

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki 

nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, 

mendorong adanya kebutuhan akan suatu penghargaan atas hasil karya yang telah 

dihasilkan. Penghargaan tersebut berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan 

                                                 
12

 Departemen Agama, Al- Qur‟an Dan Terjemahannya, Jilid 6, cet. Ulang,(Semarang: 

Wicaksana, 1993) 
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pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuh 

kembangkan semangat berkarya dan mencipta
13

.  

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas 

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia
14

. 

Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan 

penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan 

karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik 

yang bersifat sosial maupun ekonomis
15

. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan 

intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.  

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (standart of copyright 

ability) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu
16

: 

1. Perwujudan (fixation), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media 

ekspresi yang berujud. 

2. Keaslian (originality), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus 

betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan 

tetapi masih juga asli; dan 

                                                 
13

.Ahmad M. Ramli, H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar 

Perlindungan Rahasia Dagang, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 4. 
14

 Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) 

di Indonesia, makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi 

Wakil Ketua/ Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung 

RI:,(Semarang, 20-24 Juni 1995), hlm. 26. 
15

 Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 

45. 
16

 Earl W. Kintner dan Jack Lahr, An Intellectual Property Law Primer, New York: Clark 

Broadman, 1983, hlm. 346-349 dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan 

Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.198. 
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3. Kreativitas (creativity), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan 

penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreativitas 

tersebut menunjukkan karya asli.  

Berbeda dengan kekayaan intelektual pada umumnya, dalam hak cipta 

terkandung hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right) dari 

pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak 

untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut 

berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak 

ciptanya oleh pihak lain berdasarkan lisensi
17

. Selanjutnya yang dimaksud dengan 

hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta 

atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat 

dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi 

menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan 

integritas yang hanya dimiliki pencipta.  

Peralihan karya-karya dibidang hak cipta dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk. Secara umum, peralihan hak tersebut dapat berupa pewarisan, hibah, 

wasiat, dijadikan milik negara maupun dengan perjanjian yang harus dilakukan 

dengan suatu akte. Termasuk peralihan dengan perjanjian yaitu jual beli dan 

lisensi.  

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk melakukan satu atau 

serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang 

dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan yang 

                                                 
17

 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 18. 
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dilakukan merupakan suatu tindakan yang terlarang, tidak sah, dan melawan 

hukum. Ikatan antara pemberi dan penerima lisensi harus dituangkan dalam 

bentuk tertulis (kontrak). Dengan adanya kontrak, para pihak bebas mengatur 

sendiri hal-hal yang dikehendakinya dengan memperhatikan syarat sahnya suatu 

perjanjian yaitu, adanya kesepakatan kehendak, kewenangan berbuat, adanya 

perihal tertentu dan kuasa yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata).  

Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan lisensi, ada 

beberapa teori yang dapat digunakan. Diantaranya adalah reward theory, yaitu 

bahwa perlindungan yang diberikan kepada pencipta dan ciptaannya, identik 

dengan penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta
18

. 

Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi seorang untuk menciptakan 

karya-karya intelektual baru sehingga akan menghasilkan keuntungan 

sebagaimana dalam incentive theory
19

. Selain itu, diperlukan pula peraturan 

peraturan perundang-undangan yang erat hubungan dengannya dengan 

permasalahan, karena peraturan perundang- undangan merupakan salah satu 

sistem hukum yang menurut Lawrence M. Friedman
20

 termasuk dalam substansi 

hukum, selain struktur dan budaya hukum. Substansi hukum, sebagaimana 

dipahami oleh beliau, adalah peraturan- peraturan yang dipakai oleh para pelaku 

hukum pada waktu melakukan perbuatan- perbuatan serta hubungan- hubungan 

hukum.  

                                                 
18

 Paul Goldstein, Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, Jakarta: PT Yayasan Obor 

Indonesia, 1997, (Penerjemah Masri Maris), hlm. 35. 
19

 Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, Masalah-Masalah HAKI Kontemporer, 

(Yogyakarta: Gita Nagari, 2006), hlm. 6. 
20

 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Prespective, (New York: 

Russel Sage Fondation, 1975), hlm. 15 dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak 

Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), Loc.Cit,. 
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Berdasarkan teori penawaran dan penerimaan, pada prinsipnya suatu 

kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah 

satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain
21

. 

Sehingga di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta, teori tersebut 

merupakan dasar pijakan bagi pemberi dan penerima lisensi dalam memanfaatkan 

hak cipta.  

Terkait dengan ciptaan program televisi sebagai salah satu bagian dari hak 

cipta, maka dalam hal ini Home Production telah menerima kuasa dari pemilik 

hak untuk membuat perjanjian dengan pemilik stasiun televisi nasional dengan 

menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Program Televisi. Dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lisensi diatur dalam Pasal 45 - 

47. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat memberikan keabsahan dan 

kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam sertifikat lisensi 

karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum. 

Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian 

lisensi disertai dengan kewajiban pembayaran royalty kepada pemegang hak cipta 

oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Adapun jumlah royalti yang 

wajib dibayarkan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan 

berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi (Pasal 45 ayat (4). 

F. Metode Penelitian 

                                                 
21

 Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1999), hlm. 45. 
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Agar memperoleh hasil yang obyektif, maka diperlukan data yang faktual 

dan relevan. Penggunaan metode yang tepat sangat berguna untuk memecahkan 

permasalahan dan mencapai sasaran yang diinginkan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Library research yaitu jenis penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan memperoleh data melalui penelusuran kepustakaan yang 

selanjutnya digunakan sebagai landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah 

yang penyusun teliti. Adapun sumber pengumpulan yang dilakukan oleh 

penyusun adalah menggunakan 3 macam bahan hukum, yaitu: 

a) Bahan Hukum Primer. 

b) Bahan Hukum Sekunder. 

c) Bahan Hukum Tersier. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik.
22

 

Deskriptif analitik berarti setelah data yang berkaitan dengan penelitian 

terkumpul, kemudian diklasifikasikan, digambarkan, diuraikan, dan selanjutnya 

dilakukan analisa secara mendalam serta mendalam dan komprehensif sehingga 

diperoleh gambaran dari objek penelitian.
23

 Dengan demikian mempermudah 

penyusun untuk melakukan analisis dan memberikan kesimpulan. 

3. Metode Pendekatan 

                                                 
22

 M. Subhana dan Sudrajat, Dasar- dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 

2005), hlm. 69 
23

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139 
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum 

normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

yuridis normatif dengan pengertian peneliti menganalisa ketentuan-ketentuan 

hukum dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam perlindungan hukum atas 

program televisi di Indonesia secara normatif atau metode penelitian hukum 

doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder (data kepustakaan). 

Dalam membahas permasalahan tidak terlepas dari Nash Al- Qur‟an dan Hadits, 

peraturan-peraturan hak cipta dan penyiaran yang berkaitan dengan masalah 

perlindungan hukum atas program televisi berkaitan dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelusuran data serta pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat melalui bahan-bahan 

hukum primer, sekunder maupun tersier, yang meliputi peraturan perundang-

undangan, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diangkat, serta melalui internet ataupun makalah maupun skripsi. 

 

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan 
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hukum yang dikumpulkan untuk meneliti permasalahan seperti yang terdapat 

dalam rumusan masalah.
24

  

 

G. Sistimatika Penulisan 

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini, 

maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini secara sistematis beserta 

penjelasan secara global. 

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang kesemuanya berkaitan. 

Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I : Merupakan gambaran umum tentang skripsi ini, terdiri dari latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab II : Pada bagian ini akan dipaparkan perihal deskripsi umum tentang 

teori perlindungan hukum, yang didalamnya akan dibahas tentang hak milik 

dalam hukum Islam, sebab-sebab kepemilikan dalam hukum Islam, macam-

macam kepemilikan dalam hukum Islam serta kaidah-kaidah khusus kepemilikan 

dalam hukum Islam, sehingga akan menjawab permasalahan yang diangkat. 

Bab III : Merupakan pembahasan tentang klasifikasi program Televisi, 

Dengan melihat jenis kasus pelanggaran Hak Cipta yang ada di Indonesia, 

mengenai bentuk perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta 

yang telah dituliskan pada UUHC, serta melihat bagaimana tangung jawab 

                                                 
24

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia, 

Malang, 2006). hlm. 297. 
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pemerintah yang mengalami dampak kerugian terhadap kasus pelanggaran Hak 

Cipta. 

Bab IV : Dalam bab ini diuraikan hasil dari penelitian untuk menjawab 

permasalahan yakni dengan memberikan analisis bentuk perlindungan hak cipta 

dalam perspektif Fiqh Jinayah. Dalam bab ini akan dipaparkan juga mengenai 

analisis sanksi tentang pelanggaran Hak Cipta 

Bab V : Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan sebagai hasil 

penelitian yang dilakukan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan skripsi ini. Selanjutnya pada akhir dari penulisan akan diberikan 

beberapa saran dari penulis. 

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. HKI atau hak cipta telah mendapat jaminan kepastian hukum dengan 

terbitnya UU No.19 tahun 2002. Namun payung hukum tersebut belum 

berkontribusi secara signifikan dalam melindungi hasil karya seseorang. 

Undang-undang dimaksud belum begitu efektif mengubah perilaku 

masyarakat dalam bertransaksi untuk menggunakan produk kreatif di 

negeri ini. Persoalannya begitu kompleks, dan apabila ditelusuri masalah 

utamanya bermauara pada persoalan moral.  

2. Hukum Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternative bagi 

perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam yang 

bernilai ilahiah mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang 

termotivasi untuk mematuhinya, dan diperkuat oleh pandangan objektif 

bahwa adalam aturan itu ada kemaslahatan yang akan diperoleh oleh 

semua pihak. 

3. Elemen-elemen hukum Islam yang berkarakter ilahiah patut 

dipertimbangkan untuk melengkapi hukum positif tentang hak cipta. Nilai-

nilai ilahiah dan aspek eskatologi diharapkan mampu membuat orang lebh 

mawas diri untuk mematuhi hukum. Kesadaran tersebut diperkuat lagi 

dengan pemahaman yang utuh terhadap kemaslahatan yang dikandung 

oleh aturan tentang hak cipta.  

4. Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam 

UU No. 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak dapat secara keseluruhan 

dapat dimasukkan ke dalam jarimah hudud dan ta‟zir. Ada beberapa 

tindakan yang dapat berpeluang masuk ke dalam jenis jarimah hudud 

pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnya seperti pada tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (5). 

Sedangkan dalam konteks jarimah ta‟zir, semua perbuatan pencurian yang 
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tidak memenuhi kriteria hudud masuk ke dalam jenis jarimah ta‟zir. 

Dalam konteks pelaku dan sanksi pidana, ketentuan yang ada pada Pasal 

72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam konteks hukum 

pidana Islam masih terlalu luas dan umum. Idealnya, perlu adanya 

pengklasifikasian yang lebih detail terkait dengan status pelaku dan sanksi 

yang disesuaiakan dengan tindakan yang dilakukannya terkait dengan 

pelanggaran hak cipta. 

 

B. Saran 

1. Dalam hal pembuatan suatu program televisi, diharapkan Production 

House (PH) lebih kreatif dan menghargai hasil karya cipta orang lain, 

terutama yang berkaitan dengan ide kreatif seorang pencipta program 

televisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. Selain itu seorang pencipta harusnya dapat mempertahankan 

hak ciptaannya atas pelanggaran yang berupa peniruan karyanya tersebut 

dan dalam hal ini adalah program televisi. 

2. Bagi masyarakat khususnya bagi para pedagang muslim, hendaklah untuk 

senantiasa berpegang pada sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an dan As 

Sunnah dalam setiap langkah perdagangan atau bisnisnya. Agar tidak ada 

pedagang muslim yang menggunakan dalih ekonomi untuk menghalalkan 

segala cara untuk bertindak semena-mena, sehingga menindas umat yang 

lain. Begitu juga jika terjadi permasalahan dibidang hak cipta (pembajakan 

khususnya) tidak hanya menyelesaikan dengan hukum formal saja. Namun 

juga melihat hukum Islam yang ada. 



86 

 

 

 

3. Seperti yang telah penulis ungkapkan, bahwa belum ditemukan dalil dari 

Al Qur'an dan Sunnah yang mengkaji tentang hak yang dimiliki pencipta 

sebagaimana terkandung dalam UUHC, dan fatwa MUI. Oleh karena itu, 

fiqh bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahmasalah yang 

timbul dalam kajian ini, Setidaknya fiqh dapat memberikan hukum yang 

pasti bagi umat Islam agar dalam masalah ini tidak terjadi usaha yang 

haram. Untuk itu para cendekiawan muslim, ilmuwan serta ulama‟ dituntut 

untuk mengeluarkan fatwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

dalam bidang hukum. 

4. Sebagaimana pada umumnya, sebuah produk hukum yang dikeluarkan 

oleh pemerintah telah memberikan perlindungan yang mengena. Namun 

dalam prakteknya masih mendatangkan kesulitan sehingga menimbulkan 

kesan seakan hukum itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Seperti dalam 

perlindungan hak cipta, tidak ada lembaga atau badan khusus yang 

mengawasi dan menegakkan UUHC. Sehingga perlindungan hanya 

dibebankan pada pencipta itu sendiri. Maka sebaiknya pemerintah dalam 

mengeluarkan sebuah produk hukum tidak setengah hati,. Artinya harus 

disertai dengan perangkat yang lain agar Undang-undang tersebut dapat 

ditegakkan secara baik dan semestinya. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

 

No Hlm Surat/ Hadits Terjemahan 

1 7 Al-Ahzab(33): 72 

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 

amanat kepada langit, bumi dan gunung-

gunung, maka semuanya enggan untuk 

memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 

mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 

oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat 

lalim dan amat bodoh. 

2 23 Ali- Imran(5): 104 

Hendaklah ada di antara kamu segolongan 

ummat yang menyeru kepada kebaikan, 

memerintahkan kepada yang ma‟ruf dan 

mencegah dari yang munkar. Mereka itulah 

orang-orang yang beruntung. 

3 74 An-Nisa(4): 29 

Hai orang- orang yang beriman, janganlah 

kamu memakan harta sesamamu dengan jalan 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. 

4 75 Shahih Muslim 

Setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah 

haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. 

5 78 Al- Baqarah(2): 284 

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di 

langit dan apa yang ada di bumi. 



 

 

 

 

  6 78 Ali-Imran(5): 189 

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan 

bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala 

sesuatu. 

 



 

 

 

 

Lampiran II 

CURRICULUM VITAE 

Nama lengkap  : Febri Dwi Setyawan 

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Januari 1991 

Alamat asal : Danunegaran MJ III/ 1093 Yogyakarta 

Hobi         :.Bermain musik daerah, bersosialisasi, traveling dan 

mencoba hal baru 

No. Hp   : 08980453916 

 

Riwayat Pendidikan :   

1. SDN Gading I ( 1997-2003 ) 

2. SMP Muhammadiyah 5, Yogyakarta (2003-2006) 

3. Madrasah Aliyah Negeri 1, Yogyakarta (2006-2009) 

4. UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum ( 2009-2013 ) 

5. Pondok pesantren Al- Hakim (MAN 1) Yogyakarta 

 

Pengalaman Organisasi : 

1. Pengurus Pramuka (MAN 1) Yogyakarta Periode 2008- 2009 

2. Pendiri Komunitas Musik Unik Yogyakarta Periode 2011- sekarang 

3. Koordinator Komunitas Suling Bambu Nusantara Periode 2010-2011 

4. Talent untuk program acara musik “Ayo Menyanyi” Trans 7 2011 

5. Garda Depan 43 PT. Aseli Dagadu Djokdja Periode 2011- 2012 



 

 

 

 

6. Pagar Depan PT. Aseli Dagadu Djokdja 2012- sekarang 

7. Pengurus Saudjana World Musik Management 2012- sekarang 

8. Oblong Training XIII (Staff HRD) PT. Aseli Dagadu Djokdja 2012- 2013 

9. Koordinator event Roemah Moedik IX PT. Aseli Dagadu Djokdja 2013 

10. Owner di UKM Ros Bambu (Pembuatan Bangunan Khusus Bambu) 2013- 

sekarang.



 

 

 

 

Lampiran III 

 

 
LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 
No. 85, 2002 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564) 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2002 

TENTANG 
HAK CIPTA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan 
budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang 
memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman 
tersebut; 
b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak 
kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan 
lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya; 
c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga 
memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan 
kepentingan masyarakat luas; 
d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, 
dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang -undang 
Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta. 
 
Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 
Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564). 
 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 
memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama -sama yang atas inspirasinya melahirkan 
suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang 
dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 

http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs=#tln


 

 

 

 

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu 
pengetahuan, seni, atau sastra. 
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut 
dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. 
5. Pengumuman adalah pem bacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu 
Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun 
sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 
6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang 
sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk 
mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. 
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun 
tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun. 
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, 
ataupun bentuk lain, yang apabila digabun gkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan 
mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang 
khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. 
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk 
memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau 
menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, 
memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. 
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, 
mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, 
drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. 
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki 
tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu 
pertunjukan maupun perek aman suara atau perekaman bunyi lainnya. 
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang 
melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau 
melalui sistem elektromagnetik. 
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat 
Jenderal. 
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak 
lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan 
persyaratan tertentu. 
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang 
ini. 
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta. 
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah 
departemen yang dipimpin oleh Menteri. 
 

BAB II 
LINGKUP HAK CIPTA 

 
Bagian Pertama 

Fungsi dan Sifat Hak Cipta 
 

Pasal 2 
(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 
memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembata san menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak 
untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut 
untuk kepentingan yang bersifat komersial. 
 

Pasal 3 
(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. 
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: 
a. Pewarisan; 
b. Hibah; 
c. Wasiat; 
d. Perjanjian tertulis; atau 
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 4 
(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli 
warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh 
secara melawan hukum. 



 

 

 

 

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik 
ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu 
diperoleh secara melawan hukum. 
 

Bagian Kedua 
Pencipta 

 
Pasal 5 

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah: 
a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau 
b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan. 
(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada 
pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut. 
 

Pasal 6 
Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang 
dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, 
atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang 
menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu. 

Pasal 7 
Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan 
dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu. 

Pasal 8 
(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, 
Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada 
perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu 
diperluas sampai ke luar hubungan dinas. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain 
berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. 
(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya 
cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara 
kedua pihak. 
 

Pasal 9 
Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut 
seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti 
sebaliknya. 

Bagian Ketiga 
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui 

 
Pasal 10 

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional 
lainnya. 
(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, 
seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan 
karya seni lainnya. 
(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga 
negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 11 
(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak 
Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. 
(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya 
tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan 
Penciptanya. 
(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara 
memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. 
 

Bagian Keempat 
Ciptaan yang Dilindungi 

 
Pasal 12 



 

 

 

 

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, 
dan sastra, yang mencakup: 
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 
karya tulis lain; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, 
kolase, dan seni terapan; 
g. arsitektur; 
h. peta; 
i. seni batik; 
j. fotografi; 
k. sinematografi; 
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. 
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak 
mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. 
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang 
tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang 
memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu. 
 

Pasal 13 
Tidak ada Hak Cipta atas: 
a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; 
b. peraturan perundang-undangan; 
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; 
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau 
e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. 

Bagian Kelima 
Pembatasan Hak Cipta 

 
Pasal 14 

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: 
a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 
b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau 
atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan 
perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu 
diumumkan dan/atau diperbanyak; atau 
c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan 
surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. 
 

Pasal 15 
Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran 
Hak Cipta: 
a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, 
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang 
wajar dari Pencipta; 
b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam 
atau di luar Pengadilan; 
c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: 
(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 
(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari Pencipta. 
d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan 
para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial; 
e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun 
atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat 
dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya; 
f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti 
Ciptaan bangunan; 
g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan 
semata-mata untuk digunakan sendiri. 
 

Pasal 16 
(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, 
terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan 
Dewan Hak Cipta dapat: 



 

 

 

 

a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan 
Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan; 
b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk 
menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam 
waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau 
melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 
c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal 
Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 
(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat 
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama 
karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat 
jangka waktu: 
a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu 
belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia; 
b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di 
wilayah Negara Republik Indonesia; 
c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah 
diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia. 
(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk 
pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain. 
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b dan huruf c disertai pemberian 
imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Presiden. 
 

Pasal 17 
Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di 
bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar 
pertimbangan Dewan Hak Cipta. 

Pasal 18 
(1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui 
radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta 
dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada 
Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak. 
(2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 
mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa 
untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada 
Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan. 
 

Bagian Keenam 
Hak Cipta atas Potret 

 
Pasal 19 

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang 
harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 
10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. 
(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap 
orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam potret itu, 
Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli 
waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. 
(3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat: 
a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret; 
b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau 
c. untuk kepentingan orang yang dipotret. 
 

Pasal 20 
Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat: 
a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret; 
b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau 
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang 
wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah 
meninggal dunia. 
 

Pasal 21 



 

 

 

 

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau 
lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang 
yang berkepentingan. 

Pasal 22 
Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang 
dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang. 

Pasal 23 
Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, 
gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak 
Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam 
satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa 
Potret. 

Bagian Ketujuh 
Hak Moral 

 
Pasal 24 

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap 
dicantumkan dalam Ciptaannya. 
(2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali 
dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal 
dunia. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul 
Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta. 
(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam 
masyarakat. 
 

Pasal 25 
(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 26 
(1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak 
diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu. 
(2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual 
yang sama. 
(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, 
perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu. 
 

Bagian Kedelapan 
Sarana Kontrol Teknologi 

 
Pasal 27 

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan 
dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi. 

Pasal 28 
(1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram 
optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan 
oleh instansi yang berwenang. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik 
sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

BAB III 
MASA BERLAKU HAK CIPTA 

 
Pasal 29 

(1) Hak Cipta atas Ciptaan: 
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; 
b. drama atau drama musikal, tari, koreografi; 
c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; 
d. seni batik; 
e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
f. arsitektur; 
g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; 



 

 

 

 

h. alat peraga; 
i. peta; 
j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung 
hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. 
(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak 
Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima 
puluh) tahun sesudahnya. 
 

Pasal 30 
(1) Hak Cipta atas Ciptaan: 
a. Program Komputer; 
b. sinematografi; 
c. fotografi; 
d. database; dan 
e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. 
(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 
pertama kali diterbitkan. 
(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat 
(1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama 
kali diumumkan. 
 

Pasal 31 
(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan: 
a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu; 
b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali 
diketahui umum. 
(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 
50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan. 
 

Pasal 32 
(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai 
tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. 
(2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau 
lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, 
setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri. 
 

Pasal 33 
Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam: 
a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu; 
b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang 
bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya. 
 

Pasal 34 
Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya 
suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi: 
a. selama 50 (lima puluh) tahun; 
b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal 
dunia dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh 
umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia. 
 

BAB IV 
PENDAFTARAN CIPTAAN 

 
Pasal 35 

(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. 
(2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. 
(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut 
dengan dikenai biaya. 
(4) Ketentuan tentang pendaftar an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk 
mendapatkan Hak Cipta. 
 

Pasal 36 
Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, 
maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. 

Pasal 37 
(1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh 
Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. 



 

 

 

 

(2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam 
bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. 
(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan 
keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap. 
(4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal. 
(5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
 

Pasal 38 
Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-
sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis 
yang membuktikan hak tersebut. 

Pasal 39 
Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain: 
a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta; 
b. tanggal penerimaan surat Permohonan; 
c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan 
d. nomor pendaftaran Ciptaan. 

Pasal 40 
(1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat 
Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap 
menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. 
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh 
Direktorat Jenderal. 
 

Pasal 41 
(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu 
nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima 
hak. 
(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah 
pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya. 
(3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal. 
 

Pasal 42 
Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut 
Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. 

Pasal 43 
(1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam 
Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas 
permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan 
dikenai biaya. 
(2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh 
Direktorat Jenderal. 
 

Pasal 44 
Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena: 
a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta; 
b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 
32; 
c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 

BAB V 
LISENSI 

 
Pasal 45 

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi 
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan 
berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 
(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi. 



 

 

 

 

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. 
 

Pasal 46 
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi 
kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

Pasal 47 
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan 
perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Agar dapat mem punyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di 
Direktorat Jenderal. 
(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. 
 

BAB VI 
DEWAN HAK CIPTA 

 
Pasal 48 

(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak 
Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta. 
(2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota 
masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
atas usul Menteri. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak 
Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
(4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran 
belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. 
 

BAB VII 
HAK TERKAIT 

 
Pasal 49 

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya 
membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 
(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang 
tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi. 
(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa 
persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi 
dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. 
 

Pasal 50 
(1) Jangka waktu perlindungan bagi: 
a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau 
dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual; 
b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam; 
c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali 
disiarkan. 
(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 
Januari tahun berikutnya setelah: 
a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual; 
b. karya rekaman suara selesai direkam; 
c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali. 
 

Pasal 51 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 
26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, 
Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 , Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 
56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, 
Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku mutatis mutandis 
terhadap Hak Terkait. 

BAB VIII 
PENGELOLAAN HAK CIPTA 



 

 

 

 

 
Pasal 52 

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal. 

Pasal 53 
Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat 
nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat. 

BAB IX 
BIAYA 

 
Pasal 54 

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan 
Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi 
wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang- undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. 
(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan 
yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

BAB X 
PENYELESAIAN SENGKETA 

 
Pasal 55 

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli 
warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: 
a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; 
b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; 
c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau 
d. mengubah isi Ciptaan. 

Pasal 56 
(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran 
Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan 
itu. 
(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan 
seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, 
pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. 
(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yan g lebih besar pada pihak yang 
haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman 
dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. 
 

Pasal 57 
Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang 
berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan 
sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan 
kegiatan komersial. 

Pasal 58 
Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24. 

Pasal 59 
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang 
waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan. 

Pasal 60 
(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. 
(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada 
penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal 
yang sama dengan tanggal pendaftaran. 
(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Ni aga paling lama 2 (dua) hari terhitung 
setelah gugatan didaftarkan. 
(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari 
gugatan dan menetapkan hari sidang. 



 

 

 

 

(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah 
gugatan didaftarkan. 
 

Pasal 61 
(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. 
(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan 
dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 
(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan 
hukum yang mendasari putusa n tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila 
diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. 
(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita 
kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan. 
 

Pasal 62 
(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat 
diajukan kasasi. 
(2) Permohonan kasasi sebagaima na dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari 
setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan 
mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut. 
(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan 
kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal 
yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. 
 

Pasal 63 
(1) Pemohon kasasi wa jib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) 
hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2). 
(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. 
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) 
hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. 
(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling 
lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 

Pasal 64 
(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 
(tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 
(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah 
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 
(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah 
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 
(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap 
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 
umum. 
(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 
(tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan. 
(6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada 
pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh 
panitera. 
 

Pasal 65 
Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat 
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. 

Pasal 66 
Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak 
mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. 

BAB XI 
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN 

 
Pasal 67 

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan 
dengan segera dan efektif untuk: 
a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga 
melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; 



 

 

 

 

b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna 
menghindari terjadinya penghilangan barang bukti; 
c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak 
tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang 
dilanggar. 
 

Pasal 68 
Dalam hal penetapan s ementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera 
diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara 
tersebut. 

Pasal 69 
(1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim 
Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut. 
(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 

Pasal 70 
Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada 
pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan 
sementara tersebut. 

BAB XII 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 71 

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan 
Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Hak Cipta; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di 
bidang Hak Cipta; 
c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta; 
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan , pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Hak Cipta; 
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, 
dan dokumen lain; 
f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan 
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
 

BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 72 

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum 
suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial 
suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 



 

 

 

 

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 aya t (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima 
puluh juta rupiah). 
(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 
rupiah). 
(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 
 

Pasal 73 
(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. 
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan 
untuk tidak dimusnahkan. 
 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 74 

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang 
telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum 
diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. 

Pasal 75 
Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang masih berlaku pada 
saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu 
perlindungannya. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 76 

Undang-undang ini berlaku terhadap: 
a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; 
b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum 
Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia; 
c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum 
Indonesia, dengan ketentuan: 
(i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik 
Indonesia; atau 
(ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral 
yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta. 
 

Pasal 77 
Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 78 
Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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pada tanggal 29 Juli 2002 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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HAK CIPTA 

 
I. UMUM 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu 
sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan 
potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari 
karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata 
untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang 
perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya 
yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga 
bagi bangsa dan negara. 
Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement 
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang 
mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang 
Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1994. 
Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works 
(Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 
1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), 
selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. 
Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah 
memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang 
perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, 
termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni 
dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di 
atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu 
menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka 
memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas. 
Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan 
yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual 
masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan 
usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional. 
Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak 
untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang 
melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, 
walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. 
Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk 
yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, 
kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. 
Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai: 
1. database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi; 
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk 
pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media audio, media audiovisual dan/atau 
sarana telekomunikasi; 
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif pe nyelesaian sengketa; 
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak; 
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga 
maupun di Mahkamah Agung; 
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; 
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan 
sarana produksi berteknologi tinggi; 
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8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait; 
9. ancaman pidana dan denda minimal; 
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial 
secara tidak sah dan melawan hukum. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya 
sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. 
Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, 
mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, 
memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan 
kepada publik melalui sarana apa pun. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 3 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis 
baik dengan maupun tanpa akta notariil. 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang 
disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
Pasal 4 
Ayat (1) 
Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat 
disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengad 
ilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat 
(1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, 
hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. 
 
Pasal 6 
Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat 
lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari 
isi bagian yang lain. 
 
Pasal 7 
Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan 
diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. 
Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut 
desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. 
Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, 
pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut. 
 
Pasal 8 



 

 

 

 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan 
instansinya. 
Ayat (2) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan 
pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali 
diperjanjikan lain. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas 
dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain. 
 
Pasal 9 
Cukup jelas. 
 
Pasal 10 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya 
monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara 
Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan 
pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. 
Folklor dimaksudkan sebaga i sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun 
perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan 
nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: 
a. cerita rakyat, puisi rakyat; 
b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; 
c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; 
d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan 
tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
Ayat (1) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya 
tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, 
dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum 
direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak 
Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah 
diterbitkan, Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit. 
Ayat (2) 
Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran 
Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau 
terhadap Ciptaan yang hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang namanya tertera di dalam 
Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap 
sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan 
identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya. 
Ayat (3) 
Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui 
Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang pertama 
kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di 
kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah 
Ciptaannya. 
 
Pasal 12 
Ayat (1) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan 
"typholographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini 
mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara 
keseluruhan menampilkan wujud yang khas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi 
dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato. 
Huruf c 



 

 

 

 

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan 
dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain. 
Huruf d 
Lagu atau musik dalam Undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas 
unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. 
Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan 
gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. 
Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, 
kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. 
Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara 
massal merupakan suatu Ciptaan. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan 
seni gambar maket bangunan. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang 
berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala 
tertentu. 
Huruf i 
Batik yang dibuat secar a konvensional dilindungi dalam Undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan 
tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan 
motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya 
tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti 
seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan. 
Huruf j 
Cukup jelas. 
Huruf k 
Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain 
meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. 
Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media 
lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di 
media lainnya. 
Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. 
Huruf l 
Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis 
pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta 
komposisi berbagai karya tari pilihan. 
Yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin 
(komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu 
merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberika n dengan tidak mengurangi hak 
Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut. 
Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi 
lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (blue print) dan yang 
sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap. 
 
Pasal 13 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang 
memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan–keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran. 
 
Pasal 14 
Huruf a 



 

 

 

 

Cukup jelas. 
Huruf b 
Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakan atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan Perbanyakan 
mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama 
kali diumumkan. 
 
Pasal 15 
Huruf a 
Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit 
diterapkan . Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada 
ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari 
Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan 
pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila 
sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang 
bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu 
pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang 
wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau 
pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau 
pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan 
sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada. 
Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu 
kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat salinan atas 
Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. 
Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. 
 
Pasal 16 
Cukup jelas. 
 
Pasal 17 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat 
merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan 
gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan 
umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra 
atau karya-karya fotografi. 
 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana 
lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara 
nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 19 
Ayat (1) 
Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. 
Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 20 
Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan 
yang dapat merugikan dirinya. 



 

 

 

 

 
Pasal 21 
Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk 
diumumkan. 
 
Pasal 22 
Cukup jelas. 
 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
 
Pasal 24 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk: 
a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan 
dengan penggunaan secara umum; 
b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, 
pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan 
merusak apresiasi dan reputasi Pencipta. 
Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, 
kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 25 
Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik 
pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan 
tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor 
atau kode informasi. 
Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-
karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak 
Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak. 
 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak 
Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan 
lukisan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 27 
Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode 
rahasia, password, bar code, serial number, teknologi dekripsi (decryption) dan enkripsi (encryption) yang 
digunakan untuk melindungi Ciptaan. 
Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau 
menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau 
untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan. 
 
Pasal 28 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya, izin lokasi 
produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produsen pada 
produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 29 
Cukup jelas. 
 
Pasal 30 
Cukup jelas. 



 

 

 

 

 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
Cukup jelas. 
 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perl indungan 
Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. 
Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh 
umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi 
prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan 
apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas. 
 
Pasal 35 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan 
timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena 
pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. 
 
Pasal 36 
Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, 
maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. 
 
Pasal 37 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki 
keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan 
Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar 
sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan karena Ciptaan itu 
sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran 
besar diganti dengan miniatur atau fotonya. 
Ayat (3) 
Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 38 
Cukup jelas. 
 
Pasal 39 
Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
 
Pasal 42 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43 



 

 

 

 

Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
Cukup jelas. 
 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
 
Pasal 46 
Cukup jelas. 
 
Pasal 47 
Cukup jelas. 
 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
 
Pasal 49 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (public 
performance), mengomunikasikan pertunjukan langsung (life performance), dan mengomunikasikan secara 
interaktif suatu karya rekaman Pelaku. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 50 
Cukup jelas. 
 
Pasal 51 
Cukup jelas. 
 
Pasal 52 
Cukup jelas. 
 
Pasal 53 
Cukup jelas. 
 
Pasal 54 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. 
Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat 
Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian 
PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687). 
 
Pasal 55 
Cukup jelas. 
 
Pasal 56 
Cukup jelas. 
 
Pasal 57 
Cukup jelas. 
 
Pasal 58 
Cukup jelas. 
 
Pasal 59 
Cukup jelas. 
 
Pasal 60 



 

 

 

 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 61 
Cukup jelas. 
 
Pasal 62 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” pada ayat ini adalah panitera Pengadilan 
Negeri/Pengadilan Niaga. 
 
Pasal 63 
Cukup jelas. 
 
Pasal 64 
Cukup jelas. 
 
Pasal 65 
Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain 
yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 
 
Pasal 66 
Cukup jelas. 
 
Pasal 67 
Huruf a 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, 
sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna 
mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak 
Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. 
Huruf b 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
 
Pasal 68 
Cukup jelas. 
 
Pasal 69 
Cukup jelas. 
 
Pasal 70 
Cukup jelas. 
 
Pasal 71 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai 
penyidik berdasarkan Keputusan Menteri. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 72 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 



 

 

 

 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin program 
komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau program aplikasinya. 
Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi pernyataan-pernyataan 
(statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh 
seorang pemrogram (programmer). 
Misalnya: A membeli program komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan pada satu unit komputer, atau 
B mengadakan perjanjian Lisensi untuk pengunaan aplikasi program komputer pada 10 (sepul uh) unit 
komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin aplikasi program komputer di atas untuk lebih dari 
yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
Ayat (9) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 73 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan 
yang lain, atau yang bersifat khusus. 
 
Pasal 74 
Cukup jelas. 
 
Pasal 75 
Cukup jelas. 
 
Pasal 76 
Cukup jelas. 
 
Pasal 77 
Cukup jelas. 
 
Pasal 78 
Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar undang- undang ini dapat 
disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya, perguruan tinggi, 
asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain-lain. 
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